
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI KETAPANG 

BUPATI KETAPANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 
aya:t! 

(5), 
Pasal 11 ayat (4) Pasal 12 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 
19 ayat (2), Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat 
(2), dan Pasal 31 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten 
Ketapang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat, Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun .2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Reprblik Indonesia Nomor 4999); 

' 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomnor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4189); 

PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR : 23 TAHUN 2012 

TENTANG 

PETUNJK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 
TENTANG PAJAK RESTORAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 



6. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Peraturan Pemerinth Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Fid~na (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5145); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 5161); ' 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

I 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Kcuangan Daerah sebagaiman telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Dacrah, Retribusi 
Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 

17. Pcraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2002 tcntang Penyidik 
Pegawai Negcri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 
Nomor 84 scri D Nomor 68); 

18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan yang mcnjadi Kewcnangan Kabupaten Ketapang 
(lembnrnn Ducrnh Kubupnten Kctnpnn 'Tnhn 2008 Nomor ); 



Menetapkap 

19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11); 

20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ketapang Tahun 2009 Nomor 2); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang 
Tahun2011 Nomor 11). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK RESTORAN 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ketapang; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
3. Bupati adalah Bupati Ketapang; 
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang; 
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ketapang; 
6. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Ketapang; 

7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran; 
9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 
sejenisnya termasuk jasa boga/katering; 

10. Objek Pajk Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran; 
11. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan 

dan/atau minuman dari Restoran; 
12. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Restoran; 

13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor 
yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam administrasi 
perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya; 

14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang 
diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 
terutang; 

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender; 

16. Pajak yang tcrutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu sant, dalam Masa 
Pajak, dalam Tahun Pajak, ntau dnlam Bnginn Tahun Pajak sesuni dengnn 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 



17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek 
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 
penaigihan pajak atau retibusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya; 

18. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat FPWPD, adalah 
surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk mendaftarkan dan melaporkan data 
objek pajak dan subjek pajak daerah terkait identitas kepemilikan dan atau 
pengelolaan bidang usaha yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan pajak daerah; 

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah; 

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan 
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati; 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat 
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah 
pajak yang telah ditetapkan; 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan' jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau 
seharusnya tidak terutang; 

25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda; 

26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan 
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu 
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau 
Surat Keputusan Keberatan; 

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPKLR, STPD, atau terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak; 

28. Surat Paksa adalah surat perintah·n:embayar utang pajak dan biaya penagihan 
pajak; 

29. Sarana Pungut adalah dokumen administrasi yang dipergunakan untuk melakukan 
pemungutan, berupa Kartu NPWPD, SSPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, 
SKPDN, SKPDLB, STPD dan dokumen lain yang dipersamakan; 

30. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan 
ketemuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; 

31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap 
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; I 

32. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau 
jasa, yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan 
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut; 

33. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu 
masn junl; 



34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data 
keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar . pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah; 

35. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah selanjutnya disingkat SP2PD adalah surat 
perintah pemeriksaan dari Dinas kepada Pemeriksa atau Tim Pemeriksa dalam hal 
pengajuan keberatan Pajak Daerah atau terdapat indikasi kewajiban pajak daerah 
yang tidak dipenuhi; 

36. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ketapang yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk 
melakukan penyidikan tindak pidana ".i bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undngan; 

' 37. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Ferpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah serta 
menemukan tersangkanya; 

38. Juru Sita Pajak adalah pe!aksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan 
seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan; 

39. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa 
menunggu jatuh tempo. pembayaran yang meliputi se!uruh utang pajak dari semua 
jenis pajak, Masa Pajak, Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak; 

40. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini · mengatur penyelenggaraan untuk jenis Pajak Restoran yang 
meliputi: 
a. tata cara pendaftaran Wajib Pajak; 
b. tata cara pengisian SPTPD; 
c. tata cara penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT; 
d. tata cara pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; 
e. tata cara pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 
f. tata cara pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 
g. tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah Kedaluarsa; 
h. kriteria Wajib Pajak dan Penentuan Besaran Omzet serta Tata Cara Pembukuan atau 

Pencatatan; 
i. tata Cara Pemeriksaan Objek Pajak. 



BAB II 
TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK 

Pasal 3 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Restoran kepada 
Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 30 
(tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha dimulai, kecuali ditentukan lain; 

(2) FPWPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan; 

(3) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap 
dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan: 

' a. Fotokopi identitas diri/ penanggungjawab/ penerima kuasa (KTP, SIM, paspor); 
b. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi Badan Usaha; 
c. Surat Keterangan domisili tempat usaha; 
d. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; 
e. Surat Kuasa apabila pemilik/ pengelola usaha/ penanggung jawab berhalangan 

dengan disertai fotokopi KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa. ' 
I 

(4) FPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Bidang 
Pendaftaran dan Pendataan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterima; 

(5) Bentuk Formulir, isi dan tata cara pengisian FPWPD dan NPWPD sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. ' · 

BAB IV 
TATA CARA PENGISIAN SPTPD 

Pasal 4 

(1) Pajak Restoran dipungut dengan Self Assessment System yang memberikan 
kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, 
dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah; 

(2) Wajib Pajak dalam menghitung, memperhitungkan, melaporkan sendiri pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD. 

Pasal 5 

(1) Setiap Wajib Pajak Restoran, wajib mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap, dan 
ditandatangani Wajib Pajak serta menyampaikannya ke Bidang Pendaftaran dan 
Pendataan; 

I 
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di 

Bidang Pendaftaran dan Pendataan; 
i 

(3) SPTPD berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak; 

(4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 15 
(lima belas) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak. 

Pasal 6 

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) harus disertai 
lampiran dokumen berupa : 
a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bcrsangkutan; 
b. rekapitulasi penggunaan berikut.tindasan bon penjualan (bill) atau sdtruk cash 

registcr; 



c. bukti setoran pajak yang telah dilakukan (tindasan SSPD). 

(2) SPTPD dianggap tidak disampailcan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan tidak dilampirkan keterangan 
atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). 

Pasal 7 

(1) Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati terhadap permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 7 (tujuh) 
hari kerja; 

(2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tetulis disertai alasan yang jelas sebelum 
batas wakfu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4). 

Pasal 8 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah 
disampailcan dengan menyampailcan surat pemyataan tertulis kepada Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah 
berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang belum dilakukan tindakan 
pemeriksaan; 

(2) Dalam ha! Wajib Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka dikenakan 
sanksi administratif berupa bunga sebesar (2%) sebulan atas jumlah pajak yang 
kurang dibayar, dihitung sejak saat berakhirnya SPTPD sampai dengan tanggal 
pembayaran akibat dari pembetulan SPTPD. 

Pasal 9 

(1) Bentuk formulir, isi, den tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tercantum dalam 
lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABV 
TATA CARA PENERBITAN SKPDKB DAN SKPDKBT 

Pasal 10 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 
Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data objek pajak yang 
tertuang Jalam SPTPD; 

(2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas 
atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKB; 

(3) SKPDKB diterbitkan dalam hal : 
a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang 

tidak atau kurang dibayar; . 
b. Jika SPTPD tidak disampailcan kepada pejabat yang berwenang dalam jangka 

waktu Masa Pajak dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampailcan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran ; atau 

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitng 
secara jabatan. 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif bcrupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
kalcnder dihitung sejak saat tcrutangnya pajak sampai dcngan ditcrbitkannya 
SKPDKB; 



(5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, ditetapkan secara jabatan dan dikenakan sanksi administratif sebesar 25% 
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif sebesar 2% 
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk 
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan kalender dihitung sejak saat 
terutangnya pajak. 

Fasal 11 

(1) Pajak terutang dihitung secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
adalah penetapan besarnya pajak terutang dilakukan Kepala Dinas Pendapatan atau 
pejabat yang ditunjuk, berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki 
Dinas Pendapatan Daerah; 

I 
(2) Penetepan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan apabila : 
a. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan omzet usahanya; 
b. Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tetapi tidak lengkap 

dan/atau tidak benar; 
c. Wajib Pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk 

diperiksa dan/atau menolak memberikan keterangan pada saat dilakukan 
pemeriksaan; 

d. Wajib Pajak tidak menggunakan bon penjualan atau bill yang berseri dan 
bernomor urut dan/atau; 

e. Wajib Pajak yang wajib melegalisasi bon penjualan (bill) tidak melegalisasinya 
tanpa ada persetujuan Kepala Dinas Pendapatan Daerah. ' 

(3) Sebelum dikenakan perhitungan pajak secara jabatan, petugas pemeriksa telah 
melakukan prosedur pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

(4) Penetapan pajak secara jabatan dapat didasarkan atas omzet yang diperoleh melalui 
salah satu atau lebih dari 3 (tiga) cara/metode pemeriksaan dengan tahapan prioritas 
sebagai berikut : 
a. berdasarkan hasil leas opname; 
b. berdasarkan hasil pengamatan langsung di lokasi tempat usaha Wajib Pajak; 
c. Berdasarkan data pembanding. 

Pasal 12 

(1) Pemeriksaan hasil leas opname sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf 
a, dilakukan sesuai prosedur yang lazim dan dilakukan paling sedikit 5 (lima) kali 
kunjungan dengan waktu dan hari yang berbeda; 

(2) Hasil kas opname sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipakai sebagai nilai 
omzet per hri yang merupakan nilai rata-rata dari keseluruhan penerimaan kas 
menurut hasil kas opname tersebut. 

Pasal 13 

(1) Pemeriksaan berdasarkan hasil pen~amatan langsung di lokasi tempat usaha] Wajib 
Pajak sehagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b, dilakukan dengan 
tindakan pcnungguan paling sedikit 5 (lima) kali scsuai jam operasi baik secara 
terus menerus maupun berselang; 

(2) Berdasarkan hasil pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l), 
omzet/penerimaan ditaksir berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung per hari dan 
rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan per orang/pengunjung dengan Daftar 
Menu yang ada pada Wajib Pajak. 



Pasal 14 

(1) Pemeriksaan berdasarkan data pembanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (4) huruf c, dilakukan dengan cara membandingkan kondisi usaha Wajib Pajak 
dengan kondisi usaha yang sejenis atau sekelas antara lain dari fasilitas, kapasitas, 
klasifikasi lokasi usaha, dan lain-lain secara proporsional atau kondisi usaha antara 
tahun atau bulan yang sedang diperiksa dengan tahun atau bulan sebelumnya; 

(2) Data pembanding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan 
data yang ada di Dinas Pendapatan Daerah, atau sumber lain yang dapat dipercaya. 

Pasal 15 

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tabun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT apabila ditemukan data 
baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang; 

(2) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterbitkan sebclum 
didahului dengan penerbitan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(4); 

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan lebih dari 1 (satu) 
kali untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang sama sepanjang ditemukan lagi data 
yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang; 

(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat 11) ditambah dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut; 

(5) Sanksi administratif berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dikenakan apabila Wajib Pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan 
Pemeriksaan. 

Pasal 16 

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDN jika jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

Pasal 17 

I 
Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana 
tercantum dalam lampiran III dan merupai<an bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB 'I 
TATA CARA PEMBAYARAN ANGSUEAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK .. 

Pasal 18 

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau 
enunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD, STPD, SKPDKB, 
PDKBT, Surat Kcputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kcberatan, Putusan Banding, 
n Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang 
tambah kepada Kepala Dinas Pendapatan sesuai kewenangannya. · 



Pasal 19 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, harus diajukan paling lam.a 9 
(sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir 
disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda; 

(2) Apabila temyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, 
permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Kepala Dinas 
Pendapatan sesuai kewenangannya sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan 
kebenaran keadaan di luar kekuasaanya terse but. 

Pasal 20 

(1) Kepala binas Pendapatan sesuai kewenangannya menerbitkan Surat Keputusan atas 
permohonan sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 18 berupa menerima seluruhnya, 
menerima sebagian, atau menolak, paliig lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal 
diterimanya permohonan; 

. ' 
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Kepala 

Dinas Pendapatan tidak memberi suatu Keputusan, permohonan Wajib Pajak 
dianggap diterima; 

(3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang menerima seluruhnya 
atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 
12 (dua belas) bulan kalender dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau 
keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; '. 

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan Surat Keputusan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk 
mengangsur atau menunda pembayaran. i 

I 

,. 
BAB VII ] 

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21 

(1) Wajib Pajak mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak kepada 
Bupati Cq; Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten ketapang dengan alasan- 
alasan yangjelas atas pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak; 

I 

(2) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak dapat 
disam.paikan 2 (dua) hari kerja xsetelah diterimanya STPD dengan melampirkan 
antara lain: 
a. nama/ alamat; 
b. nomor NPWPD; c. jenis Usah~; 
d. melampirkan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. 

(3) Dinas Pendapatan Daerah melakukan penelitian kelengkapan 
pengajuan pengurangan, keringanan pembebasan pajak; 

(4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya Surat Permohonan, Kepala 
Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak; 

(5) Kepala Dinas Pendapatan Daerah memberikan persetujuan atau menolak atas 
pengajuan tersebut. ! 

e 

j 

: 
l 

i 
permohonan 



BAB VIII 
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasa122 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak kepada Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati; 

(2) Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas) bulan kalender sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan; 

(3) Apa bila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini dilampaui 
Bupati atau Kepala Dinas Pendapatan atas nama Bupati tidak memberikan 
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama l (satu) bulan 
kalendr; 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) !angsung diperhitungkan untuk melusani 
terlebih dahulu utang pajak dimaksud; 

(5) Pengembalian ke!ebihan pembayaran pjak dilakukan dalam waktu paling lama 2 
(dua) bulan kalender sejak diterbi'kannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat 
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP); ' 

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 
(dua) bulan kalender sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Kepala Dinas 
Pendapatan atas nama Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

Pasal 23 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan 
cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti 
pembayaran. 

BABIX 
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUARSA 

Pasal 24 

(1) Dinas Pendapatan Daerah melakukan inventarisasi terhadap piutang-piutang pajak 
yang telah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak dan 
diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi; 

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah Piutang Pajak yang tercantum dalam : 
a. SKPDKB; 
b. SKPDKBT; 
c. STPD; 
d. Surat Keputusan Pembetulan, SUrat Keputusan Keberatan , dan 
e. Putusan banding. 



(3) Inventarisasi Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin 
ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan terhadap Piutang Pajak 
dari: 
a. Wajib Pajak yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan 

tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan yang 
menyatakan bahwa Wajib Pajak yang meninggal dunia tersebut tidak 
meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, dari pejabat yang 
berwenang; 

b. Wajib Pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat 
keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Wajib Pajak 
memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. Wajib Pajak yang hak penagihannya telah kedaluwarsa; 
d. Wajib Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, misalnya Wajib Pajak 

tidak dapat ditemukan, dokumen tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi 
disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, 
kebakaran, rusak diakibatkan cuaca dan sebab lain sebagainya. 

t 

(4) Untuk memastikan Piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan penelitian 
setempat dan hasilnya dituangkan dalanu Laporan Hasil Penelitian Setempat. 

Pasal 25 

(1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), 
Pejabat yang ditunjuk menyusun Daftar Piutang Pajak yang diperkirakan tidak dapat 
atau tidak mungkin ditagih lagi untuk dilaksanakan penelitian setempat dan/atau 
penelitian administrasi guna memastikan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (2) pajak yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi; 

(2) Penelitian setempat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap Piutang Pajak 
yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 
24 ayat (3) huruf a dan huruf b, berdasarkan Surat Perintah Penelitian Setempat 
yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah; 

(3) Penelitian administrasi dilakukan trhadap Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih 
lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c; 

(4) Penelitian setempat atau penelitian administrasi dilakukan terhadap Piutang Pajak 
yang tidak mungkin dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(3) huruf d, dan untuk penelitian setempat harus dilakukan dengan Surat Perintah 
Penelitian Setempat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah. 

Pasal 26 

(1) Penelitian administrasi atau penelitian setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
25 ayat (3) dilakukan pada setiap Wajib Pajak, setiap tahun pajak, dan setiap jenis 
ketetapan; 

(2) Penelitian aministrasi secara kolektif dapat dilakukan terhadap Piutang Pajak yang 
benar-benar telah kedaluwarsa atau dokumen pendukungnya tidak lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3). 

Pasa) 27 

' I 
Laporan hasil penelitian setempat dan laporan hasil penelitian administrasi 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), (3), dan 4 harus menggambarkan 
keadaan Wajib Pajak atau Piutan.g Pajak yang bersangkutan scbagai dasar untuk 
menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan disampaikan 
scbagai bahan usulan kepada Bupati atau Pcjabat yang ditunjuk untuk dihapus. 



BABX 
KRITERIA WAJIB PAJAK DAN PENENTUAN BESARAN OMZET SERTA TATA CARA 

PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN 

Pasal 28 
Kriteria dan besaran omzet Wajib Pajak adalah dengan besaran omzet paling sedikit 
Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun. 

Pasal 29 

Tata cara pembukuan atau pencatatan dapat dilaksanakan sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) dalam l (satu) tahun, wajib menyelenggarakan pembukuan 
sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan Indonesia atau prinsip pembukuan yang 
berlaku secara umum; 

b. Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet kurang dari Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat dibebaskan dari kewajiban 
pembukuan, dengan persyaratan tetap diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai 
peredaran usaha berupa pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk 
penghitungan pajak; 

c. Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan sebaik- 
baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya; dan 

d. Pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha atau pekerjaan dari Wajib Pajak harus clisimpan selama 5 (lima) tahun. 

Pasal30 

Tata cara Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan 
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b adalah sebagai berikuth: 
a. wajib pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya 

secara lengkap dan benar; · I 
b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; 
c. apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka pencatatan 

dilakukan secara terpisah; dan 
d. pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak 

berupa bon penjualan atau dokumen lainnya. 

E AB XI 
TATA CARA PEMERIKSAAN OBJEK PAJAK 

Pasal 31 
I 

(1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk meng~ji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam 
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 

(2) Wajib Pajak yang cliperiksa wajib : 
a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen;yang 

menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang 
terutang; I · 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tcmpat atau ruangan yang dianggap 
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 



BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 32 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang. 

Ditetapkan di Ketapang 
pada tanggal 24 September 2012 

BUPATI KETAPANG, 

ttd 

HENRIKUS 
Diundangkan di Ketapang 
pada tanggal 24 September 2012 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG 

ttd 

ANDI DJAMIR UDDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 85 
Salinan Sesuui dengan aslinya 
Kepala Bagi Hukum Setda 

Kabu;at Ketapang 

NIP. 1965 003 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPA TI KE IAPAG 
NOMOR 23 TAHUN 2012 
IENTANG · 
PETUNIUK PEUAKSANAAN PERATURAN DAE1RH 
NOMOR 11 TAHUN 201 IENTANG PAIAK !S1OR! 

A. BENTUK FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH. -:.�: ATEN KETAPANG 
DINAS PEE " AN DAERAiH 

¢ t 
JI. Uip Sumohar ' • Telp. (0543)-32155 

KETAPANG '~tiANTAN BARAT 

FORMULIR PENDAFTARAN 
WAJIB PAJAK DAERAH 

Nomor For;lir 

Kepada Yth. 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang 
PERHATIAN : 
1. Harap diisi dalam rangka dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 
2. Beri tanda V pada kotak [] yang tersedia untuk jawaban yang tersedia 
3. setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, haraf diserahkan kembal epadi 

Dinas Pendapatn Daerah Kabupaten Ketapang. 

DIISI OLEH WAJIB PAJAK DAERAH 

1. Nama Badan/Mcrek Usaha 
2. Alamat (Photo copy Surat Keterangan Domisili dilampirkan) 

a. Jalan 
b. RT/RW 
c. Kelurahan 
d. Kecamatan 
e. Kabupaten / Kota 
f. Provinsi 
g. Nomor Telepon / HP 
h. Kode Pos 

.. , ··•••······••· . 

.............................................. 

3. Surat lzin yang climiliki (photo copy Surat lzin harap dilampirkan) 
a. Surat lzin Tempat Usaha : 
b. Surat lzin . 
c. Surat zin ...8.8.8.........+.··. 

No . 
No . 
No . 

Tgl , 
Tgl. ·····• ····\ 
Tgl. 

4. Bidang Usaha (hrap diisi sesuai dengan bidang usahanya) 

Hotel 
Restoran 
Hilran 
Penyelenggaraan Reklame 
Pcngambilan dan/atau Pengusahnan Sarang rnng Walct 
Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air 'Tanal 
Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan 
lengyunnan Tenaga Listrik 

Penyelenggaraan Parkir 

---------·--·--• 

dilanjutkan pada halaman 2 



KETERANGAN PEMILIK A TAU PENGELOLA 

5. Nama Pemilik/ Pengelola 
6. Jabatan 
7. Alamat tempat tinggal 

a. Jalan 
b. RT/RW 
c. Kelurahan 
d. Kecamatan 
e. Kabupaten / Kota 
f. Provinsi 
g. Nomor Telepon / HP 
h. Kode Pos 

I ........................................................................................ 
............................................................ , · . 

□ 
t 

8. Kewajiban Pajak 
Pajak Hotel 
Restoran 
Pajak Hiburan 
Pajak Reklame 

- 
- 
- 

Sarang Burung Walet 
Pajak Penerangan Jalan 
Pajak Mineral Bukan logam dan batuan 
Pajak Air Tanah 
Pajak Parkir 

Ketapang, .+.+++++,,+,,,,,+·++····,,6,8++.+. 

Nama Jelas 
Tanda tangan 

Diterima Tanggal 
Nama Petugas 
NIP 
Tanda tangan 

DUSI OLEH PETUGAS PENERIMA/PENCATAT DATA 

NPWPD yang diberikan : 

(IIIIIII I 

i 

Nomar Formlir: 

TANDA TERIMA 

Nama 
Alamat 

I<etapang, . 
Yang Menerima 

- 

1 



B. BENTUK KARTU NOMOR POKOK 'VAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) 

1 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS FENDAPATAN DAERAH 

J1. UrHp Sumoharjo No. 06 Telp. (0534)1-32155 Kode Pos 78811 

KETAP/.NG 
KALIMANTAN BARAT 

KARTUNPWPD 
NOMOR: /DPD/ . 

NPW"D 

Nama 

Alamat 

□□ 

Tgl, Terdaftar: .............•..••...... 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 
KABUPATEN KETAPANG 

(_Nama, NIP, ttd dan cap) 

PERHATIAH 

Kartu Ini harap dlslmpan balk-bal. dan npablla hilang agar segera m;lapor pada 

DHnas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang 

Kartu ini hendaknya dibawa apabiln Saudara akan hendak melakukan 

transaksi perpafakan daerah, 

Dalam hal wajib pajak pindah domlsill, supaya melaporkan dirt pada 

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. 

Salinan Sosnai dengan aslinya 
Kepala Bagian ukum Setda 

Kabupaten etapang 

DERSI, 
NIP. 19650815 199903 1 003 

BUPATIKETAPANG 
ttd 

HENRIKUS 



, 

LAMPIAN 
PERATURA! PUPAL KI LAP ANG 
NOMOR 23 1AIU/ 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAER.AH 
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK FESTORAN 

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 
( SPTPD) 

PAJAK RESTORAN 

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG 
DINAS PENDAPATAN DAERA 

JI. Urip Sumoharjo No. 06 Telp. (0534) 32155 
KETAPANG 

No. SPTPD 

Masa Pajak 

Tahun Pajak 

................................. - .... 

t 
Kepada Yth, 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Ketapang 
di- 

Ketapang ·' 
PERHATIAN: 

1. Harap diisi dalam rangkap 6 (enam) ditulis dengan huruf CE TAK 
2. eri nomor pada [] yang tersedia untuk jawaban yang tersedia 
3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Ketapang paling lama pada tanggal 15 bulan berikutnya (Self Assesment) 
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut diatas akan dikenakan sanksi administrasi 

berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) 
5. Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Umum Daerah Melalui Be iahara Penerima Dispenda Kab. Ketapang 

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK 
I. IDENTITAS SUBJEK PAJAK 

a. Nama Wajib Pajak ·············································· .. ············ .. 
b. Alamat 

c. Desa / Kclurahan 

d. Kecamalan 

: ·····················"'" . 
Rt/Rw 

Kabupaten 

II. IDENTITAS OBJEK PAJAK 

2. Menggunakan Kas Register 

RVRw 

07. Jasa Boga 
08. Catering 
09. Lainnya........8.........8... •.. 

a. Nama Badan Usaha 

b. Alamat 

c. Desa / Kelurahan 

d. Kecamatan 

e. NPWpD 

1. Jenis Usaha 

tilt'rm 
[D 01. Restoran 04. Kantin 

02. Rumah Makan, 05. Warung 
03. Kafetarla 06. Bar 

[J% 

3. Menggunakan Pembukuan/Pencatatan 

2. Tidak □ 1.Ya 
2. Tidak 

�-------------------- ---- 

Rp. 
" 

- Rp 

Rn 
4 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

"" 
Rp. Jumlah pajak yang dibayat 

f.Sanksi administrasi 

e [Dasar pengenaan pajak (n+h) 

d. Pajak terhutang (10%xc) 

c.[Pajak Kurang atau lebih bayar 

b.Pembayaran lain - lain 

III. DASAR PENETAPAN PAJAK 

a. Pembayaran makan dan minum 

IV. DATA PENDUKUNG 
a[Surat ototan pajak darn.l 

! [Ialatittnt p [w!!'!" .--..-- 
c./Rekahtulast penggunaan bon / bill i 

Ad, Ted.k ad. 
Ad. 1it.st .l. --- 
Ada Tidak ada 

d. Jumlah harian ---·- ·- Awa I Titak ad. 



th.FERNYATAAN 

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya benar, 

lengkap dan jelas. 

• Tahun . 

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak 

.. I 
Mama Lengkap dan Tanda Tangan 

C. DIISI OLEH PETUGAS PENEIMA DISPENDA 

Catatan Petugas 

Nomnor Register + I I 

················································································ . 

Diterima Tanggal 

Nama Petugas 

NIP 

TANDA TERIMA SPTPD 

( ...,.) 

D0[Ong (dysif -----------------------------=-------------------- 

Nomor SPTPD 

Nomor Register 

Tanggal Penerbitan 

vwwwec[ T ] 

Nama Wajib Pajak 

Alamat 

I I 
I I 

.... i. 'i j j j i 'j 'j 'j ·1 

Diterima tgl. , . 

Wajlb Pajak / Kuasa Wajib Pajak 

( ) 

Nama l.enghap dan Tania Tangan 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagi?p Hukum Setda 

Kabupatdt Ketapang 

BUPATIKETAPANG 
ttd 

NIP. 

HENRIKUS 



. ' 

Lampiran Ill 
PERATURAN BUPATI KETAPANG 
NOMOR 23 TAHUN 2012 
TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR I1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN 

A. BENTUKSURATKETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR [SKPDKB) 

PEMERINTAH.EN KETAPANG SKPDKB 
DINAS PI N DAERAH (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR) Nomor Urut 

I. Urip Sumoha lp. (0534)- 32155 Masa Pajak : ................ I I I I I I I KETAPANG- NTAN BARAT Tahun Pajak: ······································· ....... 

ma : 
-- mat : 

urahan/Desa : RT/RW : 

Kabupaten 
... ·---· ·-·•- �--·- 

:amatan : : 
-- --- 

t 
WPD : I I I I I I I I I I I I I I I I 
ggal Jatuh Tempo : ..................................... , .......................................................... 
is Reklame : ................................................................................................ 

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Ka bu paten Ketapang Nomor 11 Tahun 2D11 tentang Pajak Restoran, telah dilakikan 
pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak : 

Kode Rekening Pajak : f ··-�- �-�- 
Nama Pajak : 

Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: 

1. Dasar Pengenaan Rp .............................. 
2. Pajak yang Terhutang Rp .............................. 
3. Kredit Pajak : 

a. Kompensasl keleblhan darl tahun sebelumnya Rp ...............•...•.... .' .... 
b. Setoran yang dilakukan Rp .............................. 
c. Lain - Lain Rp .............................. 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) Rp .............................. : 

4. Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp.. ............................ I 
5. Sanksi Administrasl ' : 

a. Bunga 2% (dua persen) Rp •............•....•.•......... 

b. Kenaikan ..... % dari Pokok Pajak Rp .............................. 

c. Jumlah Sanksi Administrasi (5a+5b) Rp .............................. ' ' 
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp .............................. ' 

' 

Dengan Huruf : ..............................•.....................................................................•................................................................................ ' 
' ' HATAN : 
I 

Harap pembayaran dilakukan sekaligus atau lunas pada Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas, sesuai dengan waktu 
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD). , ,, 
Apablla SKPDKB Ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKB ini diterima diker.akan 
sanksl bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

Ketapang, .......................... Tahun ............ I 
r 

' KEPALA DINAS, i 
' 

(Noma, NIP, Pgnqkat, cop dan ttd) 
Potong Dlslnl ' - - - - - - - - - - - - - ., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.:-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :..:...:...:...:-,..:-_:.: :..:.:_· .:.:.:..:.. 

Diterima, ....................... tgl ...................... ' TANDA TERIMA SKPDKB I 
mor SKPDKB : ................................................. Oleh : I ggal Penerbitan : ................................................. 

I 
WPD : ................................................. • 
ma Wajib Pajak : ................................................. 1 ................ , .................................... 1 
mat : ......... , ....................................... Nama Lengkap & Tanda Tanqan 



l 

B. BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KU RANG BA YAR TAMBAHAN (SKPDKBT) 

PEMERINTAH .TEN KETAPANG 
DINAS PEK pAERAH 

l. Urip Sumoharff 6] 1p. (0534) - 32155 
KETAPANG-1 'TAN BARAT 

SKPDKBT 
(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN) 

Masa PaJ�k : ......•.•...................•.•............... 
Tahun Pajak: . 

Nomor Urut 

Nama 
-;-:----,----------------------------------·----···-·"·-· Alamat 

Kelurahan/Desa 

Kecamatan 

NPWPD 

Tanggal Jatuh Tempo 

RT/RW 

Kabupaten 

............................................................................................... , 

I. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, telah dilakukan 
pemerlksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak: 

Kode Rekening Pajak 
Nama Pajak 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, penghitungan jumlah Pajak yang maslh harus dibayar adalah sebagai berikut: 

1. Dasar Pengenaan Rp .......................... .•.... 
2. Pajak yang Terhutang Rp ................................ 
3. Kredlt Pajak: 

a. Kompensasl kelebihan dar! tahun sebelumnya Rp ................................ 
b. Setoran yang dilakukan Rp ................................ 
c. Lain - Lain Rp ................................ I 
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (3a+3b+3c) Rp ................................ I 

4, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak (2-3d) Rp ........................... '.... 
s. Sanksl Administrasi berupa : I 

a. Bunga 2% (dua persen) Rp ................................ ! 
b. Kenalkan . ..•• % dari Pokok Pajak Rp ................................ I 

' c. Jumlah Sanksi Administrasl (5a+5b) Rp ........................... !. ... ·- 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4+5c) Rp ........................... ! .... 
Dengan Huruf : I ................................................................................................................................................................................ , •• 

1,,, 

PERHATIAN: 

1. Harap pembayaran dilakukan sekallgus atau lunas pada Kas Umum Daerah molalul Bendahara Penerlma Dlnas, sesual dengan waktu 
dan tempat yang ditentukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (S5PD). ' 

2. Apablla SKPDKBT ini tldak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPDKBT ini dit~rima 
dikenakan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) setlap bulan. 

Ketapang, Tahun .. 

.. 
KEPALA DINAS, 

(Nmg, NIP, Panqkat, cap don ttd) 

Potong Disini ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nomor SKPDKBT 
Tanggal Penerbitan 
NPWPD 

TANDA TERIMA SKPDKBT 

Salinan Sesuai dengan aslinya 
Kcpala Bagian 'ukum Setda 

Knbupnten,etnpnng 

DE 
Mt [u'@t' 1oo0,A I D0,I 

Diterima, tgl . 

Oleh: 

I 1 
Nama Lengkap & Tanda Tangan 

UPATT KETAPANG 
ttd 

HLNIK!JS 


